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Abstrak 

Outsourcing (alih daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai 

pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Pengaturan hukum outsourcing 

(alih daya) di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan 

Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004). Secara umum hak-hak karyawan 

outsourcing (alih daya) yaitu mendapatkan upah, mendapatkan uang lembur, mendapatkan 

hak cuti, mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya), mendapatkan perlindungan Jamsostek, 

mendapatkan kompensasi PHK. 

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Perlindungan Hukum, Pekerja Outsourcing 

 

Abstract 

Outsourcing in Indonesian labor law is defined as the contracting of work and the 

provision of labor services. The legal arrangements for outsourcing in Indonesia are 

regulated in the Manpower Act Number 13 of 2003 (articles 64, 65 and 66) and the Decree of 

the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. 

Kep.101/Men/VI/2004 of 2004 concerning Procedures for Licensing for Workers/Labour 

Service Providers (Kepmen 101/2004). In general, the rights of outsourced employees are 

getting wages, getting overtime pay, getting leave rights, getting THR (Tunjangan Hari 

Raya), getting Jamsostek protection, getting layoff compensation. 
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PENDAHULUAN 

       Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus 

berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang 

terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap 

kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa 

memiliki kualitas yang memiliki  daya saing di pasaran. 

Salah satu usaha yang ditempuh oleh pengusaha dalam rangka melakukan 

efisiensi dalam penglolaan usahanya adalah outsourcing di sebut juga sub kontrak 

yaitu memborongkan sebagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang 

tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan 

penerima pekerjaan.  

Pengertian outsourcing terdapat dalam Pasal 1601 KHU Perdata yang 

mengatur perjanjian-perjanjian perborongan pekerjaan yaitu suatu perjanjian dimana 

pihak ke satu, pemborong, mengikatkan diri untuk suatu pekerjaan tertentu bagi pihak 

yang lain, yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu. 

         Outsourcing dalambahasa Indonesia diterjemahkan sebagai alihdaya. Dalam 

praktek pengertian dasar outsourcing adalah pengalihan sebagian  

       atau seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung 

strategi pemakai jasa outsourcing baik pribadi, perusahaan, divisi, atau pun sebuah 

unit dalam perusahaan. 

         Outsourcing (alih daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia 

diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. 

Pengaturan hukum outsourcing (alih daya) di Indonesia diatur dalam Undang- 

Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia 

No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan 

Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004).  
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PEMBAHASAN 

Perlindungan Hukum Tenaga Outsourcing 

1. Pengertian Karyawan Outsourcing 

Karyawan outsourcing/karyawan Kontrak diartikan secara hukum adalah 

Karyawan dengan status bukan Karyawan tetap atau dengan kalimat lain, 

karyawan yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasar kesepakatan antara 

karyawan dengan Perusahaan pemberi kerja. Karyawan adalah seorang pekerja 

yang bekerja dibawah perintah orang lain dan mendapat kompensasi serta 

jaminan. 

Outsourcing merupakan penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan 

kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi resiko dan 

mengurangi beban perusahaan tersebut, (menurut Jehani, 2008). Pengertian 

karyawan kontrak (outsourcing) adalah karyawan yang bekerja pada suatu 

instansi dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau 

kontrak dapat juga disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 

yaitu perjanjiann kerja yang didasarkan suatu jangka waktu yang diadakan untuk 

paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 

maksimal 1 tahun (Undang-Undang RI ketenagakerjaan 2003 dalam pasal 59 ayat 

1).  

Karyawan tetap adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana 

dan pelaku aktif dari aktivitas organisasi. Sistem kerja kontrak atau lebih dikenal 

dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diatur dalam 

Undangundang RI nomer 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 50 sampai 

dengan pasal 66. Sistem kerja kontrak terjadi pada semua jenis industri dengan 

waktu yang tidak ditentukan. Karyawan kontrak adalah karyawan yang 

diperbantukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin perusahaan, dan 

tidak ada jaminan kelangsungan masa kerjanya. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No.13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan perjanjian kerja 

merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja 

yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pada dasarnya 

perjanjian kerja hanya dilakukan oleh dua belah pihak yakni pengusaha atau 

pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Mengenai hal-hal apa saja yang 

diperjanjikan diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yakni antara 

pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Apabila salah satu dari para 

pihak tidak menyetujuinya maka pada ketentuannya tidak akan terjadi perjanjian 

kerja, karena pada aturannya pelaksanaan perjanjian kerja akan terjalin dengan 

baik apabila sepenuhnya kedua belah pihak setuju tanpa adanya paksaan. 

Perjanjian kerja dapat dibuat baik secara tertulis maupun lisan. Perjanjian 

kerja yang dibuat secara tertulis maupun lisan harus dilaksanakan sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 1 

angka (15) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2. Dasar Hukum Tenaga kerja Outsourcing 

Pengaturan hukum outsourcing (alih daya) di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (pasal 64, 65, dan 66). 

Dalam Pasal 64 menyebutkan “perusahaan dapat menyerahkan sebagian 

pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui pemborongan pekerjaan atau 

penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis”. 

Sedangkan Pasal 65 menyatakan: 

1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain 

dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara 

tertulis. Dalam hal ini, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan 

pekerjaannya kepada perusahaan lain melalui : a) Pemborongan pekerjaan; 

atau b) Penyediaan jasa pekerja.  

2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat : a) Dilakukan secara 

terpisah dari kegiatan utama; b) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak 

langsung dari pemberi pekerjaan; c) Merupakan kegiatan penunjang 

perusahaan secara keseluruhan;  dan d) Tidak menghambat proses produksi 

secara langsung.  

3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud diatas harus berbentuk badan hukum.  

4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/ buruh di perusahaan 

lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang- kurangnya sama dengan 

perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja di perusahaan pemberi pekerjaan 

atau sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.  

5) Perubahan dan/ atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud  dalam 

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  

6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan 

pekerja/buruh yang dipekerjakannya.  

7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat didasarkan atas 

perjanjian-perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu 

tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.  

8) Dalam hal ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) tidak 

terpenuhi, maka demi hukum status hubungan pekerja/buruh27 dengan 

perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja 

pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja.  

9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8), maka hubungan kerja 

pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7).  
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Sedangkan Pasal 66 mengatur: 

1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh 

digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan 

yang berhubungan langsung dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan jasa 

penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses 

produksi.  

2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang 

tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat 

sebagai berikut:  

a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh.  

b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud 

pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat secara 

tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.  

c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan 

yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh.  

d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan 

penyedia pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal 

sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini.  

3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan 

memiliki izin dari instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.  

4) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf 

b dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan 

kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan jasa penyedia pekerja/buruh beralih 

menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.  

Untuk menentukan suatu kegiatan apakah termasuk kegiatan pokok (kegiatan 

yang berhubungan langsung dengan proses produksi) atau kegiatan penunjang (yang 

tidak berhubungan langsung dengan proses produksi), yaitu dengan melihat akibat 

dari keberadaan kegiatan (satu pekerjaan). Apabila tanpa kegiatan tersebut 

perusahaan tetap dapat berjalan dengan baik, maka kegiatan itu termasuk kegiatan 

penunjang. Akan tetapi sebaliknya, apabila tanpa kegiatan yang dimaksud, proses 

kegiatan perusahaan menjadi terganggu dan tidak dapat berjalan, maka kegiatan itu 

temasuk kegiatan pokok. 

Pekerja yang bekerja pada perusahaan outsourcing telah sangat diproteksi 

oleh aturan. Namun, dalam tataran pelaksanaan dilapangan banyak aturan-aturan 

yang dilanggar maupun terpaksa dilanggar sehingga pada 17 Januari 2012 lalu, 

Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 27/PUUIX/2011 mengabulkan 

permohonan pengujian Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yang diajukan oleh Ketua Umum Aliansi Petugas Pembaca Meteran Listrik 
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(AP2ML), Didik Suprijadi. Berikut bunyi amar putusannya : Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak 

disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek 

kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan 

sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh;ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak 

disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek 

kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan 

sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh; 

 Dalam pertimbangannya, MK menegaskan outsourcing adalah kebijakan 

usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Akan tetapi, 

pekerja yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh 

kehilangan hak-haknya yang dilindungi konstitusi. Agar para pekerja tidak 

dieksploitasi, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menawarkan dua 

model outsourcing, yakni :  

Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dan 

perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk perjanjian 

kerja waktu tertentu (PKWT), tetapi berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu 

(PKWTT). 

Kedua, dalam hal hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan outsourcing 

berdasarkan PKWT, maka perjanjian kerja harus mensyaratkan adanya pengalihan 

perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi 

pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari 

perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja. 

Melihat dari putusan MK di atas, dapat dikatakan bahwa MK membolehkan 

adanya praktik outsourcing, tetapi perlindungan mengenai pekerja outsourcing juga 

lebih dijamin dengan adanya putusan MK ini. Dalam model pertama, Mahkamah 

Konstitusi mengharuskan pekerja yang bekerja dibidang outsourcing dengan bentuk 

PKWTT yang apabila sudah tidak dibutuhkan maka akan mendapatkan pesangon 

dan tunjungan-tunjangan lain, sedangkan untuk model kedua perusahaan 

outsourcing dapat menggunakan PKWT, tetapi harus mensyaratkan adanya 

pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada. Model 

kedua ini akan sangat bergantung dengan pelaksanaan ketentuan pasal 4 kepmenaker 

No. Kep.101/MEN/VI/2004 tentang tata cara perizinan penyedia jasa pekerja/buruh 
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yang telah dikemukakan di atas. Karena jika tidak ada perjanjian sebelumnya antara 

perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pemberi pekerjaan mengenai pengalihan 

perlindungan maka tidak mungkin perusahaan penyedia jasa selanjutnya mau untuk 

menerima pekerja dari perusahaan penyedia jasa sebelumnya beserta semua hak-hak 

yang seharusnya didapat pekerja. 

Perlindungan Pekerja outsourcing sangat bergantung dari penerapan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku secara konsisten dan berkelanjutan serta fungsi 

pengawasan dari setiap pengawas ketenagakerjaan di kabupaten/kota maupun 

provinsi. 

 

PENUTUP 

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja outsourcing telah dimuat dalam 

undang-undang ketenagakerjaan dan kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi. Outsourcing adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu 

perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Akan tetapi, pekerja yang melaksanakan 

pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang 

dilindungi konstitusi. Agar para pekerja tidak dieksploitasi, dalam pertimbangannya, 

Mahkamah Konstitusi menawarkan dua model outsourcing, yakni mensyaratkan 

agar perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan 

outsourcing tidak berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), tetapi 

berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan dalam hal hubungan 

kerja antara pekerja dan perusahaan outsourcing berdasarkan PKWT, maka 

perjanjian kerja harus mensyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi 

pekerja yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang 

melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan 

penyedia jasa pekerja. 
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